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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh 
manusia dalam hal tukar menukar manfaat. Bermuamalat merupakan budaya 
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, pada masyarakat zaman dahulu 
bahkan sampai sekarang masih ada bentuk bermuamalat yang dilakukan secara 
lisan dan diakhiri dengan bersalaman sebagai tanda setuju akan tetapi untuk yang 
nilainya besar perlu hendaknya dicatatkan. Sebagai seorang yang berkeinginan 
memberikan jasa sebagai Penulis diperlukan keilmuan dan keahlian yang 
mumpuni sehingga dapat memberikan jasa serta membuat dan menuliskan 
keinginan orang lain yang bermuamalat, jasa untuk menuliskan merupakan 
perpaduan keilmuan dan keahlian yang integral (professional) serta memiliki rasa 
hati karena yang dihadapi adalah manusia yang mempunyai hati, perasaan dan 
pikirannya tidak pernah diketahui dengan pasti dan juga dengan berbagai 
persoalan. Di Indonesia Notaris merupakan salah satu jabatan yang memberikan 
jasa kepada para pihak untuk menuangkan keinginannya kedalam bentuk tertulis 
dan telah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tersendiri. 
 Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan kehendak dari satu 
pihak yang mempunyai kekuasaan (negara) dan kewenangan, sedangkan 
perjanjian merupakan refleksi keputusan kehendak dari dua pihak atau lebih yang 
saling mengikatkan diri, dengan kata lain bahwa orang terikat pada perjanjian 
berdasarkan kehendaknya sendiri, sedangkan undang-undang terlepas dari 
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kehendaknya karena merupakan paksaan yang harus ditaati.
1
 Manusia dalam 
kegiatannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tidak lepas dari keterikatan 
dengan sesamanya. Setiap individu mempunyai kehendak dan kepentingan yang 
terkait dengan individu yang lain dan setiap manusia menginginkan kehendak, 
kepentingan dan keberadaannya terlindungi. Mengingat akan banyaknya 
kepentingan tidak mustahil menjadi konflik atau bentrokan antara sesama 
manusia, karena kepentingannya yang saling bertentangan. Konflik kepentingan 
itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang 
merugikan orang lain. Didalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu 
tidak dapat dihindarkan.
2
 
Dalam rangka menghindari konflik terutama bidang privat maka dibuatlah 
aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis 
yang harus ditaati. Dalam perkembangannya, kesepakatan-kesepakatan tersebut 
selain dibuat tertulis bahkan harus dilakukan oleh atau dihadapan pejabat yang 
berwenang, guna menjamin pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka, 
disamping sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum jika terjadi 
pengingkaran pada salah satu pihak. Alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum 
merupakan sesuatu kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini 
mengingat bahwa kebutuhan perlindungan hak individu dalam masyarakat yang 
begitu besar, sehingga menjadi jelas siapa yang mempunyai hak dan siapa yang 
berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut, karenanya tidak tumpang tindih 
antara hak dan kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Pemerintah sebagai 
                                                           
1 Herlien Budiono, 2014, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 
Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15. 
2
 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 
hlm. 3. 
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pemegang kekuasaan rakyat yang dipercayakan, mempunyai tugas memberikan 
pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan negara ini dibagi menjadi dua 
bidang besar yaitu :
3
 
1. Pelayanan masyarakat dalam bidang hukum publik yaitu dilakukan oleh 
Pemerintah pelaksana (eksekutif)/Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat 
Administrasi Negara/Pegawai Negeri. 
2. Pelayanan masyarakat dalam bidang hukum perdata yaitu kewenangannya 
diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi negara seperti Notaris di 
dalam organ negara disebut pejabat umum. 
Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 1 angka (3) 
dengan tegas dinyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara 
Hukum”. Dengan demikian, salah satu tugas terpenting  bagi Pemerintah adalah 
memberikan perlindungan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para 
warga anggota masyarakat yang membutuhkan, salah satu tugas tersebut terwujud 
dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, 
perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh 
pejabat yang berwenang yang nantinya akan menjadi alas hukum atas status harta 
benda, hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan bermasyarakat, dalam hal 
ini pejabat yang berwenang membuat akta otentik salah satunya adalah Notaris. 
Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris di Indonesia tercantum 
dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang 
merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
                                                           
3 Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, Notaris di Indonesia, PT.  Lintas Cetak Djaja, 
Jakarta, hlm. 45. 
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Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), salah satu pertimbangannya 
disebutkan bahwa : 
“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan dalam 
memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan 
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”. 
 Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yaitu 
memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 
Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris 
agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan akta 
yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Disamping itu filosofi 
pengangakatan Notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan 
kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara 
yang menggunakan jasanya. Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris tertuang 
dalam UUJN. 
 Secara sosiologis, pengaturan tentang Jabatan Notaris dituangkan dalam 
bentuk undang-undang adalah karena banyaknya masalah yang menimpa Notaris 
didalam melaksanakan kewenangannya seperti digugat atau dilaporkan ke 
penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan 
adanya masalah itu maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara 
yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.
4
 Berdasarkan UUJN dalam 
ketentuan Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa : 
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 
otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.  
                                                           
 4 Salim HS, 2016, Teknik Pembuatan Akta Satu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 
36. 
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Peran Notaris dalam memberikan pelayanan jasa yang menghasilkan produk 
berupa akta otentik sebagai alat bukti, tidak dapat terlepas dari kedudukannya 
sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk melayani masyarakat 
pada bidang perdata. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya 
hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.
5
  
Disamping itu apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 1868 KUH 
Perdata terdapat pengertian pejabat umum dan akta otentik yang berbunyi : 
“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.  
Pasal 1868 KUH Perdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud 
dengan akta otentik yaitu :
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1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang 
pejabat umum. 
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 
3. Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, 
harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 
Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna, karena didalam akta otentik tersebut didalamnya 
telah termasuk semua unsur bukti : 
1. Tulisan. 
2. Saksi-saksi. 
3. Persangkaan-persangkaan. 
                                                           
5 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan 
Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 7. 
6
 Habib Adjie, 2013, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 
hlm. 5. 
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4. Pengakuan. 
5. Sumpah. 
Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula 
ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa 
dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu 
kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7
 
Sebelum diangkat Notaris wajib mengucapkan sumpah /janji menurut agamanya 
dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk seperti yang diatur dalam Pasal 4 
UUJN, barulah setelah disumpah dan diangkat seorang Notaris memiliki 
wewenang dalam membuat sebuah akta yakni pembuatan akta tersebut harus 
dikehendaki oleh para pihak atau penghadap bukan merupakan kehendak dari 
Notaris dimana kehendak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang, Norma Agama, Adat Istiadat, Sosial dan Kesusilaan dengan terlebih 
dahulu memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang menghadap 
sehubungan dengan pembuatan aktanya. 
Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaritas dalam masyarakat 
dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat 
yang bisa diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses 
hukum, sehingga masyarakat membutuhkan seorang figure yang ketentuan-
ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta 
segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak 
                                                           
7 Wawan Setiawan, 2001, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT 
Dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, 
Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, hlm.8. 
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memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau 
unimpeachable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat 
melindunginya dihari yang akan datang.
8
 
Sehingga dewasa ini keberadaan seorang Notaris sangatlah perlu oleh 
negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjembatani 
hubungan hukum para pihak melalui perjanjian yang dibuat dan ditandatangani 
oleh Notaris. Notaris dipercaya oleh negara untuk mempergunakan lambang 
negara sebagai alat kelengkapan formalitas dalam akta yang dibuatnya. Perjanjian 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris digunakan sebagai alat bukti tertulis 
yang bersifat otentik. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan 
pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam 
pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum 
perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.
9
 
Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris yang berupa akta otentik 
yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna diharapkan mampu memberikan 
rasa aman dan tertib didalam kehidupan bermasyarakat. Adanya akta otentik 
diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, karena dalam akta sudah 
disebutkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.
10
 Untuk itu 
dalam membuat akta otentik Notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan formal 
pembuatan akta seperti Pasal 16 angka (1) huruf m dalam UUJN tentang 
Kewajiban Notaris terhadap akta yang berbunyi : 
                                                           
8 Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru 
Van Hoeve, Jakarta, hlm.162. 
9 Herlien  Budiono, 2013, Kumpulan Tulisan  Hukum  Perdata di  Bidang  Kenotariatan  
Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220.                                             
10 Abdul Ghofur Anshori, 2010, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif hukum dan 
Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 112. 
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“Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus pembuatan 
akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 
penghadap, saksi dan Notaris”. 
Selain itu juga  dalam Pasal 38 tentang bentuk dan sifat akta, Pasal 40 
tentang saksi dan syarat-syaratnya, Pasal 44 tentang penandatangan akta, Pasal 48 
tentang perubahan isi akta dan tata caranya, Pasal 51 tentang pembetulan 
kesalahan tulis pada minuta yang telah ditandatangani dan Pasal 54 tentang 
pemberitahuan isi akta, pemberian salinan, grosse akta, kutipan akta, semua hal-
hal yang tercantum didalam pasal-pasal tersebut haruslah dipenuhi dan dipatuhi 
oleh seorang Notaris kalau tidak terpenuhi maka akta Notaris tersebut akan turun 
nilai pembuktiannya menjadi pembuktian akta dibawah tangan. 
Apabila dilihat ketentuan formal pembuatan akta yakni Pasal 38 angka (2) 
huruf d UUJN menegaskan bahwa pada awal atau Kepala Akta Notaris memuat 
“Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris” dan juga pada Pasal 44 angka (1) 
UUJN menyatakan : 
“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh para 
penghadap, saksi dan Notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak 
dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. 
Maka berdasarkan hal tersebut, pencantuman nama Notaris pada awal akta serta 
pencantuman nama dan tanda tangan Notaris pada akhir akta merupakan perintah 
UUJN  selain itu dalam Pasal 38 angka (3) huruf c UUJN ditegasakan bahwa “Isi 
akta yang merupakan kehendak atau keinginan dari para pihak yang 
berkepentingan”. Dengan demikian isi akta merupakan kehendak atau keinginan 
para penghadap sendiri bukan keinginan atau kehendak Notaris, melainkan 
Notaris hanya menuangkan secara tertulis dalam bentuk Akta Notaris sesuai 
UUJN, sehingga tanggung jawab Notaris hanya terkait pada syarat formal akta 
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bukan materil dimana hal tersebut merupakan kehendak dan keinginan para 
penghadap sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal-Pasal tersebut. 
11
 
Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi objek sengketa 
meliputi beberapa aspek yaitu :
12
 
1. Formil akta, maka Notaris bertanggung jawab secara mutlak. Artinya 
apabila ada kesalahan terkait formalnya akta, sehingga akta menjadi akta 
dibawah tangan yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka 
Notaris harus bertanggung jawab berupa penggantian biaya, ganti rugi, 
dan bunga. 
2. Materil akta, maka Notaris bertanggung jawab secara relatif, yakni apabila 
terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan yang dapat menyebabkan 
kerugian bagi para pihak, atau adanya keterlibatan Notaris dalam rangka 
menguntungkan salah satu pihak, atau Notarisnya sengaja melakukan 
kesalahan, maka Notaris dapat dijadikan tergugat atau turut tergugat, dan 
dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata. 
Apabila terjadi gugatan keperdataan kepada Notaris, maka yang pertama 
kali harus dibuktikan adalah aspek pelanggaran formal akta. Selanjutnya 
berdasarkan kebenaran materil pada prinsipnya Notaris tidak berwenang 
menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak, hal ini karena 
Notaris hanya menuangkan kedalam bentuk tertulis apa yang menjadi keinginan 
atau kehendak para penghadap atau para pihak dalam bentuk Akta Notaris sesuai 
dengan UUJN, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 
                                                           
11 Habib Adjie, 2014, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 30. 
12 Muhsin Makbul, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris  Sebagai Tergugat Atas 
Dasar Akta Yang Dibuatnya, Tesis Megister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 
hlm. 75. 
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ketertiban umum. Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung 
gugat hukum yang diakibatkan akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum 
tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan serta bukti surat 
yang disampaikan oleh klien dalam pembuatan akta didukung dengan dokumen-
dokumen yang tampaknya asli tetapi kenyataannya adalah palsu selain itu juga 
terhadap dokumen-dokumen yang merupakan produk hukum instansi negara 
dapat dengan mudah dipalsukan dimana hal ini sangat merugikan banyak pihak 
termasuk Jabatan Notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan, berarti semakin 
besar kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, karena Notaris mendasarkan 
pembuatan akta pada kebenaran dokumen atau kebenaran formal. Hal ini karena 
undang-undang memberi pengakuan dan pengakuan yang tertinggi terhadap akta 
otentik yang diberi kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs).
13
  
Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa 
sebagai konsekuensi predikat jabatan yang dimilikinya, hak-hak istimewa yang 
dimiliki Notaris menjadi pembeda perlakuan (treatment) dari pada masyarakat 
biasa, bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya adanya Hak Ingkar yang dimiliki 
oleh seorang Notaris, dimana ketentuan ini diatur dalam UUJN Pasal 4 ayat (2) 
tentang sumpah/janji Notaris yang saling berhubungan dengan Pasal 16 ayat (1) 
huruf f yakni Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang 
dibuatnya sesuai dengan sumpah/janji yang diucapkan serta yang terdapat dalam 
Pasal 54 UUJN yaitu Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau 
meberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang 
                                                           
13 Abdulkadir Muhamad, 2001, Etika Jabatan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 
94. 
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yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau yang memperoleh hak 
kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. 
Selanjutnya perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses 
penyelidikan dan penyidikan dimana hal ini harus sesuai dengan yang diatur 
didalam UUJN Pasal 66A, yakni mengamanatkan pembentukan Majelis 
Kehormatan Notaris, lembaga ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut  : 
1. Majelis kehormatan Notaris wilayah mempunyai tugas : 
a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh 
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. 
b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan 
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, 
penuntutan dan proses peradilan. 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis 
Kehormatan Notaris memiliki fungsi melakukan pembinaan dalam rangka 
menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi 
jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait 
kewajiban Notaris merahasiakan isi akta. 
Selain itu peran Organisasi Notaris dalam rangka melindungi dan 
membina Notaris juga sangatlah penting sehingga kedudukan seorang Notaris 
sebagai pejabat pembuat akta otentik sesuai dengan harkat keberadaannya 
dibentuk dapat terjaga marwahnya dengan baik. Sebagai pejabat umum yang 
terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi 
sengketa hukum di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, 
artinya Notaris memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu 
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pembuktian yang sempurna. Selain memberikan jaminan, ketertiban dan 
perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu 
mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris seperti dengan 
dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang diatur dalam Pasal 69 UUJN 
untuk memberikan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan 
jabatan, disisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan 
hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh undang-
undang diberikan dan dipercayakan kepadanya,  
Sebagaimana disebutkan dalam UUJN butir konsideran menimbang yaitu 
“Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan jabatan dalam pelayanan 
hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan 
demi tercapainya kepastian hukum”. Hal ini mengindikasikan bahwa Notaris 
dalam menjalankan tugas dan jabatan juga tidak terlepas dari Kode Etik yang 
telah ditetapkan oleh Organisasi Notaris, pengawasan yang dilakukan oleh Majelis 
Pengawas  Daerah Notaris dan pembinaan dari Majelis Kehormatan Notaris  akan 
tetapi Organisasi Notaris lebih bersifat penegakan hukum terhadap Notaris yang 
melanggar seperti memberi teguran, peringatan dan skorsing atau bahkan 
pemecatan dari keanggotaan hal demi terciptanya Notaris yang bekerja sesuai 
dengan Kode Etik yang dilindungi. 
Khusus dalam perkara perdata, Notaris selaku pejabat umum yang 
membuat akta otentik untuk kepentingan para pihak dalam akta seringkali 
dijadikan turut tergugat untuk melengkapi sebuah gugatan di Pengadilan bahkan 
ikut ditetapkan sebagai tergugat apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam 
akta yang dibuatnya, gugatan yang dilakukan kepada Notaris pada umumnya 
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karena merujuk pendapat Mahkamah Agung Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan “Dimasukkan sebagai 
pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat hal ini terjadi 
karena adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa 
menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”.  
Menanggapi hal ini sebenarnya tidaklah tepat Notaris dijadikan tergugat 
atau turut tergugat terkait akta yang dibuatnya berdasarkan pendapat Mahkamah 
Agung tersebut, karena jelas akta yang dibuatkan oleh Notaris isinya merupakan 
kehendak dari para pihak yang sepakat untuk menuangkan kedalam bentuk tertulis 
perbuatan hukum yang ingin dilakukan disamping itu Notaris merupakan sebuah 
jabatan dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berupa kewenangan 
dalam membuat akta otentik telah diatur serta dilindungi oleh peraturan 
perundang-undangan tersendiri maka terhadap Notaris yang dijadikan tergugat 
atas dasar akta yang dibuatnya dengan syarat Notaris telah melaksanakan semua 
kewajiban dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN terutama 
ketentuan formal akta, maka terhadap Notaris tersebut tidak dikenakan sanksi 
perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Apabila 
pemenuhan terhadap unsur formal akta telah sesuai dengan kaidah UUJN maka 
Notaris akan terlindungi dari tuntutan keperdataan. 
Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 angka (1) UUJN 
tentang kewenangan Notaris menyatakan : 
“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 
semua ini sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 
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dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang”. 
Namun dalam kenyataannya sekarang ini salah satu contoh dalam kasus 
perkara perdata yakni Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Padang 
terhadap Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Pdg, dimana dalam kasus ini Notaris 
dijadikan sebagai tergugat terhadap akta yang dibuatnya disana penggugat 
menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara tergugat I dengan tergugat 
II yang tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Oktober 2003 
yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris Nomor : 16 dihadapan Notaris (tergugat 
III) cacat hukum, tidak sah secara hukum serta batal demi hukum, padahal pada 
waktu pembuatan serta penandatanganan akta sewa menyewa tersebut dihadiri 
oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak 
manapun yakni para pihak mengutarakan sendiri maksud datang menghadap ke 
Notaris selanjutnya sepakat menuangkan perbuatan tersebut dalam bentuk Akta 
Notaris dimana isi akta merupakan kehendak dari para pihak sendiri untuk 
mengikatkan diri dalam satu perjanjian antara satu dan lainnya dengan membawa, 
memperlihatkan dan melengkapi syarat-syarat serta dokumen-dokumen yang 
harus dipenuhi oleh para pihak lalu Notaris memeriksa kelengkapan syarat-syarat, 
dokumen tersebut secara formil tidak ada masalah namun pada kenyataannya 
setelah akta dibuat dan perjanjian tersebut terlaksana, terjadi gugatan ke 
Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. 
Hal ini terkait kewenangan dari pemberi sewa (tergugat I) terhadap objek 
sewa yang diberikan kepada penyewa (tergugat II) yang tidak melalui izin dan 
sepengetahuan dari mamak kepala waris dimana objek sewa tersebut termasuk 
harta pusaka tinggi, disisi yang lain Notaris selaku pejabat yang membuat akta 
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juga diikutkan dalam pusaran perkara yang terjadi antara para pihak. Dalam hal 
ini seakan-akan akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum sebagai 
pembuat alat bukti menjalankan jabatan tidak sesuai dengan prosedur yang telah 
diatur dalam undang-undang serta dengan mudahnya kedudukan seseorang 
Notaris dijadikan sebagai tergugat dalam suatu sengketa mengenai perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh para pihak. Maka apabila diamati dengan status 
tergugat tersebut menjadikan Notaris sebagai pihak yang juga terlibat kasus 
hukum antara para pihak yang bersengketa sehingga harus bolak balik ke 
Pengadilan sehingga memunculkan anggapan bahwa Notaris merupakan pihak 
dalam akta. 
Menanggapi hal tersebut Notaris sebagai pejabat umum yang membuat 
akta otentik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang perlu 
dilindungi dari kriminalisasi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut. 
Oleh sebab itu Penulis tertarik mengangkat tema Tesis yang berjudul 
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA 
PERDATA TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Kasus Perkara 
Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam perkara 
perdata perbuatan melawan hukum terkait akta yang dibuatnya? 
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam 
Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang? 
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3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Notaris dalam Perkara Nomor 
77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang untuk mempertahankan akta 
yang dibuatnya? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris 
dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum terkait akta yang 
dibuatnya 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian dari akta yang 
dibuat oleh Notaris dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan 
Negeri Padang. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Notaris 
dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang untuk 
mempertahankan akta yang dibuatnya. 
D. Manfaat Penelitian 
 Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan 
penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum 
Unuversitas Andalas guna mencapai gelar Megister Kenotariatan. 
b. Untuk menambah pengetahuan Penulis, terutama untuk mengembangkan 
Ilmu Pengetahuan yang telah Penulis peroleh selama perkuliahan. 
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c. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang 
melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat 
bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang 
perlindungan hukum terhadap Notaris dalam perkara perdata perbuatan 
melawan hukum terkait akta yang dibuatnya kepada msayarakat. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi 
penegak hukum dan praktisi hukum terutama Notaris. 
E. Keaslian Penelitian 
 Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan 
permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini belum pernah 
dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Andalas dan juga tesis yang dipublikasikan di internet. Memang ada 
ditemukan penelitian yang mirip berkaitan dengan perlawanan Notaris terhadap 
kedudukannya yang menjadi tergugat dikaitkan dengan legalitas akta yang 
dibuatnya yaitu : 
1. Tesis atas nama Ratih Tri Jayanti, Program Studi Magister Kenotariatan 
Universitas Diponegoro, dengan judul “Perlindungan Hukum Notaris 
Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Mana Kala Ada Sengketa 
Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak 
Nomor 72/Pdt.G/2006/PN. Pontianak)”. Penelitiannya bertujuan untuk 
mengetahui perlindungan hukum Notaris selaku pejabat umum yang 
membuat akta sesuai dengan syarat formil dan materil ditinjau dari 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 
mengetahui bagaimana akibat hukum bagi Notaris terhadap akta Nomor 
13 tertanggal 6 September 2001 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 
Nomor 72/Pdt.G/2006/PN. Pontianak dalam kaitannya dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan 
yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum Notaris selaku pejabat 
umum yang membuat akta sesuai dengan syarat formil dan materil ditinjau 
dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 
bagaimana akibat hukum bagi Notaris terhadap akta Nomor 13 tertanggal 
6 September 2001 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 
72/Pdt.G/2006/PN. Pontianak dalam kaitannya dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun kesimpulan yang 
didapat dalam penelitian ini adalah : 
a. Akta Notaris merupakan partij akta, dimana akta akta tersebut 
hanya memuat tentang pernyataan-pernyataan para pihak yang 
datang ke Notaris. Notaris selaku pejabat umum hanya 
merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari 
para penghadap. Notaris tidak dapat dikatakan telah melakukan 
pelanggaran terhadap pembuatan akta pengikatan jual beli sebagai 
mana tersebut diatas, karena apa yang dituangkan kedalam suatu 
akta Notaris adalah kehendak dari para pihak, dimana Notaris 
adalah sebagai pejabat umum yang berwenang. 
b. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang diminta sebagai saksi 
oleh penyidik, jaksa maupun hakim diatur pada Pasal 66 Undang-
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Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemberian 
persetujan pemanggilan Notaris sebagai saksi terhadap akta yang 
dibuat oleh dan/atau dihadapan Majelis Pengawas Daerah kepada 
penyidik, jaksa maupun hakim hanya menyangkut materi 
pembuatan akta. Notaris selaku pejabat umum hanya merumuskan 
keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. 
2. Tesis atas nama Dhewinta Sanggah Pratiwi, Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Gajah Mada, dengan judul “Perlindungan 
Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat 
Umum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 
bentuk perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum apabila 
dalam menjalankan tugasnya terjadi kesalahan dalam pembuatan akta dan 
akibat hukum yang timbul dari kesalahan dalam pembuatan akta 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan 
yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris sebagai 
pejabat umum apabila dalam menjalankan tugasnya terjadi kesalahan 
dalam pembuatan akta dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari 
kesalahan dalam pembuatan akta berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun kesimpulan yang didapat dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan 
kesalahan dalam pembuatan akta yaitu tersirat dalam Pasal 66 ayat 
1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
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berupa dengan pemberian izin atau tidak memberikan izin dari 
Majelis Kehormatan Notaris kepada penyidik, penuntut umum, 
atau hakim untuk mengambil fotocopy Minuta Akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris 
dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir 
dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol 
Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Selain itu adanya 
Hak Ingkar, Kewajiban Ingkar serta kewajiban merahasiakan 
jabatan dapat digunakan sebagai pelindung bagi Notaris. 
b. Adapun Akibat Hukum yang timbul dari kesalahan Notaris dalam 
pembuatan akta Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang 
membuat akta otentik harus dapat mepertanggung jawabkan akta 
yang telah dibuatnya, bila kesalahan yang terjadi pada pembuatan 
akta otentik tersebut berasal dari para pihak dengan memberikan 
keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap maka akta 
otentik tersebut mengandung cacat hukum. Akibat hukum terhadap 
akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan 
perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikan akta 
tersebut dan menjadi akta dibawah tangan dan dapat menjadi 
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut 
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 
3. Tesis atas nama Rahmi Maulidna Rahim, Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul “Perlindungan Hukum 
Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Jika Terjadi Sengketa Atau 
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Perkara di Pengadilan”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bentuk 
perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam 
proses peradilan menurut aturan yang ada dan untuk mengetahui akibat 
hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris saat disengketakan atau 
diperkarakan di pengadilan. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana 
bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya 
dalam proses peradilan menurut aturan yang ada dan bagaimana akibat 
hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris saat disengketakan atau 
diperkarakan di pengadilan. Adapun kesimpulan yang didapat dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Pada saat Notaris menghadapi perkara perdata baik sebagai saksi, 
turut tergugat atau tergugat tidak memerlukan izin dari Majelis 
Kehormatan Notaris, lain halnya saat Notaris berada dalam perkara 
pidana dimana Notaris memerlukan izin dari Majelis Kehormatan 
Notaris baik saat dijadikan saksi, tersangka atau terdakwa. Majelis 
Kehormatan Notaris haruslah mendengarkan penjelasan dari 
Notaris serta memeriksa pelanggaran atau kesalahan yang telah 
dilakukan oleh Notaris secara holistik integral dengan melihat akta 
yang dibuatnya. 
b. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris saat 
disengketakan di pengadilan, dimana akta Notaris tidak dapat 
dibatalkan atau dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pengadilan 
perdata atau pidana karena akta Notaris merupakan kehendak para 
pihak. Akta Notaris hanya dapat dibatalkan atau dicabut oleh 
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mereka atau pihak yang menghadap Notaris. Akta Notaris hanya 
dapat didegradasikan kedudukannya dari akta autentik menjadi 
akta dibawah tangan berdasarkan putusan pengadilan perdata. 
Dari penelusuran kepustakaan dan di media internet atas penelitian yang 
pernah dilakukan tersebut diatas, maka perbedaan yang tampak pada penelitian ini 
adalah bahwa dalam penelitian ini membahas dari sudut pandang rumusan 
masalah yang berbeda yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris 
dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum terkait akta yang dibuatnya dan 
untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh Notaris serta 
upaya-upaya yang dilakukan Notaris untuk mempertahankan legalitas akta yang 
dibuatnya sehingga penelitian yang dilakukan ini adalah asli dan dapat 
dipertanggungjawabkan keasliannya. 
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 
1. Kerangka Teoritis 
a. Teori Perlindungan Hukum 
  Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga 
 negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh 
 Pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. 
 Ada beberapa  teori perlindungan hukum yang diutarakan para ahli, seperti 
 menurut Juhaya S. Praja yang menyatakan bahwa perlindungan hukum 
 merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-
 wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk 
 mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
14
 
                                                           
 14 Juhaya S. Praja,  2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Jakarta, hlm, 34.  
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 Sedangkan menurut teori Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa 
 perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan Pemerintah yang bersifat 
 preventif dan represif.
15
 Bersifat preventif maksudnya Pemerintah lebih 
 bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena 
 masih dalam bentuk tindakan pencegahan, sedangkan bersifat represif 
 artinya Pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan 
 keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum 
 preventif merupakan hasil dari teori Philipus. Perlindungan hukum ini 
 memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. 
 Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum mempunyai 
 kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum 
 Pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. 
  Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari 
 Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda 
 dengan pelindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada 
 hukum represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk 
 mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan 
 administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan 
 perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukum penjara, denda dan 
 hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk 
 menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah dengan 
 konsep perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada 
                                                           
 15 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 
Surabaya, hlm, 12. 
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 pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan 
 kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan Pemerintah.
16
 
 Pemakaian teori perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah 
 karena Notaris sebagai pejabat umum yang telah diatur serta dilindungi 
 oleh UUJN merupakan seorang yang diberikan wewenang berdasarkan 
 jabatan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti di Pengadilan 
 sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib 
 berdasarkan aturan yang telah diatur didalam UUJN oleh karena itu setiap 
 produk hukum berupa akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris 
 merupakan hasil dari kewenangannya yang telah diatur dalam UUJN hal 
 ini menjadi dasar bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan 
 dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, namun apabila 
 dihubungkan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam perkara perdata 
 terkait akta yang dibuatnya, maka seorang Notaris harus dilindungi apabila 
 terjadi masalah terkait akta yang menyeretnya dalam suatu perkara antara 
 para pihak hal ini karena kewenangan dalam pembuatan akta telah diatur 
 dan dilindungi oleh UUJN, penyelenggara Pemerintahan lain harus dapat 
 melihat UUJN sebagai undang-undang yang memberikan kepastian hukum 
 terhadap kedudukan seorang Notaris yakni berupa subjek hukum yang 
 melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan UUJN yang wajib dilindungi 
 dan tidak merupakan para pihak dalam akta namun hanya menuangkan 
 dalam bentuk tertulis apa-apa yang menjadi keinginan para penghadap 
                                                           
16
 Juhaya S. Praja, op.cit, hlm, 35. 
 25 
 
 berdasarkan tugas dan jabatan yang diamanatkan kepadanya selaku pejabat 
 umum. 
b. Teori Pertanggung Jawaban 
  Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
 adalah  keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga 
 bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 
 berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan 
 menanggung akibatnya.
17
 Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan 
 tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. 
 Tanggung jawab itu bersifat kodrat artinya sudah menjadi bagian hidup 
 manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila 
 dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban harus dipikul sebagai akibat 
 dari akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri 
 manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena 
 menyadari akibat baik atau buruknya perbuatan itu, dan menyadari pula 
 bahwa pihak lain memerlukan Pengadilan atau pengorbanan. 
  Dalam teori tradisional ada dua jenis tanggung jawab yaitu 
 pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan 
 pertanggung jawaban mutlak (absolut responsibility).
18
 Tanggung jawab 
 mutlak adalah suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap 
 merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara 
 perbuatan dengan akibatnya. Menurut Friedrich August Von Hayek 
                                                           
 17 https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab.diakses tanggal 10 Oktober 2018, Jam : 12.00 
WIB. 
 18Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi 
Press, Jakarta, hlm. 61. 
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 tanggung jawab adalah semua bentuk dari apa yang disebut dengan 
 tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu, istilah 
 tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-
 nutupi tanggung jawab itu sendiri.
19
 
 Dalam ranah hukum perdata, apabila seseorang dirugikan karena 
 perbuatan orang lain, sedangkan di antara mereka itu terdapat suatu 
 perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-
 undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut 
 yang menimbulkan kerugian itu maka mewajibkan orang yang karena 
 salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
20
 
 Pemakaian teori pertanggung jawaban dalam penelitian ini adalah 
 karena Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebagai 
 alat bukti di Pengadilan wajib bertanggung jawab terhadap akta yang 
 dibuatnya, baik itu karena terjadi gugatan atau tidak ada gugatan selama 
 akta tersebut masih dipergunakan dan tidak dibatalkan oleh para pihak 
 yang menghadap, apabila dihubungkan dengan perlindungan hukum 
 terhadap Notaris dalam perkara perdata terkait akta yang dibuatnya, maka 
 seorang Notaris wajib melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan 
 legalitas dari akta otentik yang dibuatnya apabila terjadi gugatan di 
 Pengadilan agar akta tersebut tidak terdegradasi pembuktiannya menjadi 
 pembuktian akta dibawah tangan, karena hal ini menyangkut kepada 
                                                           
19
 Ridwan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 23. 
 20 Jaz Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.2, Diapit Media, Jakarta, 
hlm. 77. 
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 keberadaan Jabatan Notaris sebagai pembuat alat bukti sempurna yang 
 telah diatur dalam UUJN. 
2. Kerangka Konseptual 
Agar mendapatkan suatu pengertian yang konsisten dan tidak terjadi salah 
penafsiran terhadap kata-kata dalam Penulisan ini nantinya, maka Penulis 
mengartikan kata-kata yang mengandung konsep sebagai berikut : 
a. Perlindungan Hukum 
 Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan 
 banyak persepsi, pengertian-pengertian yang dapat timbul dari 
 penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa 
 berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan 
 berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti 
 perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.
21
 
  Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi 
 hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa 
 interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan 
 hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-
 undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan 
 peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang 
 harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat 
 mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi 
 ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. 
                                                           
 21Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 38. 
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 Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan 
 yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.
22
 
  Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum 
 dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering 
 disebut dengan sarana perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua 
 macam yaitu: 
1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum 
preventif ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 
Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 
untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 
preventif sangat besar artinya bagi tindak Pemerintahan yang 
didasarkan pada kebebasan bertindak karena perlindungan hukum 
yang preventif mendorong untuk bersifat hati-hati dalam 
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. 
2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum 
represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan 
perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan 
administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum 
ini. Prinsip ini yang mendasari perlindungan hukum terhadap 
tindak Pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini 
dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 
                                                           
 22 Ibid, hlm, 39. 
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manusia yang mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan 
tujuan dari negara hukum. 
  Ketika seorang Notaris dimintai keterangan oleh seorang penyidik 
 mengenai Akta yang dibuatnya, Notaris tersebut bisa menolak dengan 
 memberitahukan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang menyebutkan 
 bahwa seorang Notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi aktanya. 
 Notaris dalam membuka isi Akta telah dilindungi oleh pasal 170 KUHAP 
 yang berbunyi “mereka yang pekerjaan, harkat, dan martabat atau 
 jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari 
 kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.” 
b. Notaris 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUJN, Notaris adalah 
 pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 
 kewenangan lainnya sebgaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 
 berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris adalah sebuah sebutan 
 jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang 
 dilisensi oleh Pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya 
 sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Istilah Notaris diambil dari 
 nama pengabdinya, Notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi 
 golongan orang Penulis cepat atau stenografer, Notaris adalah salah satu 
 cabang dari jabatan hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris ini tidak 
 ditempatkan pada lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, dengan 
 posisi netral tersebut Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan 
 hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas 
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 permintaan kliennya, dalam hal melakukan tindakan hukum untuk 
 kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya karena tugas Notaris 
 adalah untuk mencegah terjadinya masalah.  
Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu :
23
 
1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat. 
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 
kepentingan siapa akta itu dibuat. 
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta 
itu dibuat. 
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembautan 
akta itu. 
c. Akta Otentik 
 Menurut kamus hukum legalitas adalah mengenai atau dalam 
 keadaan sah atau keabsahan.
24
 Dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang 
 dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 
 yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 
 berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Apabila dihubungkan 
 dengan bentuk akta yang dibuat oleh Notaris, maka akta tersebut adalah 
 akta otentik, dikatakan otentik karena : 
1) Bentuknya ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 38 UUJN 
mengenai bentuk dan sifat akta Notaris. 
2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, hal ini 
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUJN diatas, dimana 
                                                           
23 G.H.S. Lumban Tobing, 1996, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 49. 
24 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, 
Reality Publisher, Surabaya. hlm. 421. 
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Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk 
membuat akta otentik. 
3) Perihal akta otentik dari Notaris ini, di pertegas kembali dalam 
Pasal 1 angka (7) UUJN yang menyatakan bahwa “Akta Notaris 
yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh 
atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini”. 
 Pasal 41 UUJN menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan 
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN, 
 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 
 dibawah tangan. Ketiga pembuktian diatas merupakan syarat 
 kesempurnaan akta otentik, jika dapat dibuktikan dalam suatu Pengadilan 
 bahwa salah satu atau keseluruhan pembuktian tersebut tidak benar maka 
 akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 
 akta dibawah tangan saja. Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 
 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi 
 bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan 
 pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap 
 antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak 
 dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai 
 pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan 
 itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.
25
 
                                                           
25 G.H.S. Lumban Tobing (III), 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 
42. 
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  Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris 
 menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang 
 mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris 
 merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan 
 dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. 
 Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, Akta Notaris 
 merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga 
 dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan 
 yang sangat penting. 
G. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Sifat Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 
 (Socio legal research) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui 
 perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan fakta-fakta di 
 lapangan yaitu dengan banyaknya Notaris yang dijadikan tergugat di 
 Pengadilan terhadap akta yang dibuatnya atau dengan fakta terhadap 
 masalah yang dirumuskan. Pendekatan masalah melalui penelitian berupa 
 studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses 
 terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
26
  
 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 
 penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 
 keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran 
 suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu 
                                                           
26 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34. 
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 gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
27
 Keadaan yang digambarkan 
 dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap 
 Notaris dalam perkara perdata terkait akta yang dibuatnya. 
2. Jenis Data 
 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
 Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field 
 research) yaitu di Pengadilan Negeri Padang, Notaris yang 
 menjadi tergugat dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan 
 Negeri Padang, Majelis Kehormatan Daerah Notaris Kota Padang 
 dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang dan pihak  
 penggugat dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan 
 Negeri Padang. 
b. Data Sekunder 
 Diperoleh dari literatur yang didapat dari kepustakaan yang 
 terdiri dari berbagai buku-buku atau referensi-referensi dan studi 
 dokumen-dokumen melalui penelusuran pustaka (library research) 
 yang dapat mendukung Penulisan ini dan hasil-hasil penelitian 
 yang berbentuk laporan yang meliputi: 
1. Bahan Hukum Primer 
 Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk himpunan 
 peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan judul dan 
                                                           
 27Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 
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 perumusan masalah yang dipecahkan. Peraturan perundang-
 undangan yang terkait dengan penelitian ini: 
1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris. 
3) Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang. 
2. Bahan Hukum Sekunder  
 Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 
yaitu hasil penelitian hukum dan teori-teori hukum dan pendapat-
pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai seperti : 
1) Berbagai literatur yang relevan. 
2) Hasil-hasil Penulisan. 
3) Teori-teori dan pendapat ahli hukum 
4) Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan 
referensi terhadap Penulisan ini seperti internet, 
perpustakaan, dan lain-lain. 
3. Bahan Hukum Tersier  
 Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan 
 atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam 
 peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah 
 asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum  tersier ini 
 dapat berupa kamus umum baik Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa 
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 Inggris dan Bahasa Belanda maupun kamus bahasa hukum serta 
 browsing internet yang membantu Penulis untuk mendapatkan 
 bahan untuk Penulisan yang berhubungan dengan masalah dalam 
 penelitian. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Studi Dokumen        
 Dalam hal ini, Penulis mempelajari dokumen-dokumen yang 
terdapat pada Pengadilan Negeri Padang dan dikantor Notaris yang 
menjadi tergugat dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri 
Padang yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. 
b. Wawancara 
 Dalam hal ini, Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak 
 Pengadilan Negeri Padang, Notaris yang menjadi tergugat dalam Perkara 
 Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang, Majelis Kehormatan 
 Daerah Notaris Kota Padang, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota 
 Padang dan pihak yang menjadi penggugat dalam Perkara Nomor 
 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang. Pada pelaksanaan wawancara 
 ini, Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dimana setiap 
 pertanyaan akan disiapkan oleh Penulis dan akan timbul pertanyaan 
 yang baru setelah pihak Pengadilan Negeri Padang, Notaris yang menjadi 
 tergugat dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang, 
 Majelis Kehormatan Daerah Notaris Kota Padang, Majelis Pengawas 
 Daerah Notaris Kota Padang  dan pihak yang menjadi penggugat dalam 
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 Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang tersebut 
 memberikan jawaban. 
4. Pengolahan Data dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
  Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 
 penelitian, dalam tesis ini pengolahan data dilakukan dengan cara : 
1) Editing, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah 
dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang 
mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan 
untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
2) Coding, setelah melakukan pengeditan, peneliti akan memberikan 
tanda- tanda atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yeng 
bersifat heterogen yang relevan dan betul-betul dibutuhkan 
sehingga jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris 
dalam perkara perdata terkait akta yang dibuatnya. 
b. Analisis Data 
  Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun sekunder 
 dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan 
 tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka 
 tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para 
 pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang Penulis peroleh 
 dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai 
 permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, 
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 dengan menguraikan data yang  terkumpul melalui teknik pengumpulan 
 data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab 
 sehingga menjadi karya ilmiah atau tesis yang baik. Selanjutnya, Penulis 
 menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-
 hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana 
 dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-
 faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang 
 juga merupakan fakta, dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-
 teori.
28
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